HAKIM KONSTITUSI

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Nomor: 23 /Lap-VII/BAP/DE/2020

Pada hari ini, rabu tanggal dua puluh dua, januari dua ribu dua puluh, Dewan

Etik Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Dewan Etik) menyimpulkan dan

memutuskan hasil pemeriksaan atas Laporan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku

Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Laporan) sebagai berikut:

1. Identitas Pelapor dan Terlapor:

Nama
Pekerjaan

Lembaga

Jovin Kurniawan
Pelajar / Mahasiswa

Universitas Pelita Harapan Jakarta

Yang beralamat di Perum Citra 2 BLOK B 5/12, Pegadungan, Kalideres.

Jakarta Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor
Terhadap
1.1. Nama Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
1.2. Nama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. DFM.
1.3. Nama Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.
1.4. Nama Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
1.5. Nama Dr. | Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.
1.6. Nama Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.
1.7. Nama Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.
1.8. Nama Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA.
1.9. Nama Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.



Masing-masing sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, serta beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Barat
No. 6 Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Hakim Terlapor.

2. Proses Pemeriksaan
Dalam proses pemeriksaan Dewan Etik telah:

2.1. Membaca dan mendalami laporan tertulis dari Pelapor bertanggal 29
November 2019;

2.2. Mendengarkan penjelasan lisan dari Pelapor pada tanggal 18 Desember
2019; _

2.3. Mendengarkan penjelasan dan/atau pembelaan dari Hakim Terlapor pada
tanggal 8 Januari 2020; '

2.4. Memeriksa bukti dari Pelapor berupa Bukti P-1 sampéi dengan P-5.

2.5. Memeriksa bukti dari Hakim terlapor berupa Bukti T-1 sampai T-2

3. Pokok-Pokok Isi Laporan Pelapor.

Dalarﬁ laporan tertulis dan penjelasan lisannya, Pelapor menyampaikan laporan

yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Melalui surat ini melaporkan dugaan pelanggaran etk yang dilakukan hakim

konstitusi dalam perkara 57/PUU-XVII/2019 dengan kronologis sebagai berikut:

Pemohon memasukkan berkas permohonan kepada Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi pada tanggal 18 September 2019. Mahkamah Konstitusi kemudian
mengeluarkan jadwa! sidang untuk perkara 57/PUU-XVII/2019 pada
tanggal 9 Cktober 2019.

Pada hari Minggu tanggé! 29. September 2019 sekitar pukul 5 pagi, kuasa
dihubungi oleh panitera Mahkamah Konsttusi Muhidin yang meminta agar
kuasa bersedia sidang pér_kara 57/PUU-XVI1/2019 dipindahkan dari Rabu, 9
Oktbber 2019 menjadi hari Senin, 30 September 2019 pukul 08.30 pagi.

Kuasa menolak dengan alasan:

Undang-Undang yang diujikan dalam perkara 57/PUU-XVII/2019 adalah Revisi
Undang-Undang KPK yang disahkan CPR pada tanggal 17 September 2019.
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Sehingga, terdapat potensi kemungkinan terburuk Undang-Undang tersebut
baru dinomori pada tanggal 17 Oktober 2019.

Pemohon dan Kuasa sudah memperhitungkan bahwa jika sidang pendahuluan
dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2019 dan diberikan waktu empat belas hari
perbaikan, yakni hingga 23 Oktober 2019, maka masih melewati tanggal 17
Oktober 2019, sehingga tidak akan ada masalah apapun.

Akan tetapi, jika sidang dipindah kepada tanggal 30 September 2019, maka
berkas perbaikan harus dimasukkan paling telat 14 Oktober 2019, sehingga
masih belum melewati kemungkinan terburuk yakni 17 Oktober 2019.

Karena itu, Kuasa dan Pemohon dengan tegas menolak.

Namun, Panitera Muhidin masih terus berusaha meminta agar bersedia jadwal
dipindahkan melalui Whatsapp. Akhirnya, karena dimintakan terus dan dengan
afirmasi dari pak Muhidin bahwa bisa saja diakali, dengan cara berkas
perbaikan dimasukkan tanggal 14 Oktober 2019, sidangnya tanggal 21 Oktober
2019 dan kemudian direnvoi di sidahg (Lampiran-1), maka kuasa dan
pemohon secara berat hati, namun demi menghormati dan beritikad baik
pada Mahkamah, saya menghadiri sidang pendahuluan tanggal 30 September
2019.

Namun, kemudian kemungkinan terburuk tersebut terjadi. Undang-Undang
baru dinomori tanggal 17 Oktober 2019, sehingga dampaknya kami salah
menuliskan nomor Undang-Undang dalam perbaikan permohonan yang
diserahkan pada tanggal 14 Oktcber 2019. Akan tetapi, Majelis Hakim dalam
sidang pada tanggal 21 Oktober 2019 tidak mengizinkan kami melakukan

renvoi.

Kami mengirimkan surat dua kali (Lampiran-2) kepada Hakim Konstitusi

mengenai hal ini, namun tidak dijawab.

Karena kecewa, kami menyerahkan surat pencabutan permohonan pada 19

November 2019 yang telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi (Lampiran-3).



Namun, keesokan harinya pada 20 November 2019, Mahkamah Konstitusi
mengirimkan surat pangilan sidang untuk Putusan perkara 57/PUU-
XVIl/2019 (Lampiran-4).

Berikut kutipan putusan 57/PUU-XVIl/2019

[3.1.2.] bahwa berdasarkan Paragraf [3.1.1] di atas, dalam sidang

pendahuluan, majelis hakim telah menyatakan bahwa para Pemohon dapat

memperbaiki permohonannya dan menyerahkan perbaikan dimaksud ke

Kepaniteraan selambat-lambatnya pada hari Senin, 14 Oktober 2019, Pukul

08.30 WIB. [vide Risalah Sidang Perkara 57/PUU-XVI11/2019, tanggal 30

September 2019]. Dengan demikian berkas perbaikan permohonan yang

dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah berkas perbaikan permohonan

yang diterima Mahkamah sebelum tanggal dan jam yang telah ditentukan
tersebut, dalam hal ini yaitu perbaikan permohonan bertanggal 14 Oktober

2019 yang diterima di Kepaniteraan melalui surat elektronik pada pukul

08.02 WIB. Adapun berkas perbaikan permohonan yang diterima setelah

tanggal dan jam vyang telah ditentukan tersebut tidak dapat

dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai perbaikan permohonan,
kendatipun sidang penerimaan perbaikan permohonan dilaksanakan
setelah tanggal dimaksud;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di

atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi adalah salah objek (error in objecto);

[4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima



3.1. Permohonan Pelapor kepada Dewan Etik

Berdasarkan hal-hal tersebut, melalui surat ini, saya menyampaikan
laporan kepada Dewan Etik, perihal:
1. Pemajuan jadwal sidang dikarenakan Panitera sebagai bawahan
hakim harus melaksanakan tugasnya sesuai arahan Hakim
Konstitusi.

2. Perkara sudah dicabut, namun tetap diputus oleh hakim

Adapun hakim yang kami laporkan:
> Pertama, Yang Mulia Anwar Usman, sebagai ketua Mahkamah
Konstitusi sekaligus Ketua Panel dalam sidang pertama pada
tanggal 30 September 2019.
> Ke>dua, Yang Mulia Enny Nurbaningsih, sebagai hakim panel dalam
sidang pertama pada tanggal 30 September 2019.
» Ketiga, Yang mulia Wahiduddin Adams, sebagai hakim panel dalam
sidang pertama pada tanggal 30 September 2019.

Adapun alasan mealporkan ketiga hakim ini adalah karena mereka
merupakan hakim panel panel pada sidang perdana 30 September 2019.
Sebagai hakim panel, mereka yang memerintahkan pada panitera Muhidin
untuk menentukan jadwal sidang. Oleh karena itu, jika Panitera memajukan

jadwal sidang, maka tentu sesuai arahan Hakim Konstitusi.

Kemudian, kami juga melaporkan seluruh Hakim Konstitusi terkait berkas
sudah dicabut namun tetap diputus. Kami mempertanyakan, kenapa
putusan tetap dipaksakan sekalipun Pemohon sudah mencabut
permohonan. Jadwal sidang putusan pun disampaikan langsung keesokan

harinya setelah memasukkan surat pencabutan permohonan

Berdasar hal-hal tersebut, kami memohonkan kepada Dewan Etik:
1. Memeriksa siapa Hakim Konstitusi yang memerintahkan memajukan

jadwal sidang;

2. Memeriksa apa alasan Hakim Konstitusi tersebut memerintahkan

memajukan jadwal sidang;



3. Menjatuhkan sanksi etik kepada Hakim Konstitusi yang
memerintahkan memajukan jadwal sidang, oleh karena pemajuan
jadwal sidang tersebut menjadi penyebab Permohonan tidak dapat
mencantumkan  nomor  Undang-Undang pada  perbaikan
permohonan, dan hal itulah yang menjadi pertimbangan hakim
konstitusi untuk memutus “tidak menerima”;

4. Menjatuhkan sanksi etik kepada seluruh hakim konstitusi karena

tetap memutus sekalipun permohonan telah dicabut;

Demikianlah laporan ini disampaikan

3.2. Bukti-Bukti yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pelapor telah mengajukan bukti-
bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, yang telah disahkan
dalam rapat pemeriksaan Dewan Etik pada tanggal 18 Desember 2019,

sebagai berikut:

No | Kode Bukti Nama Bukti
1 Bukti P-1 Identitas Pelapor dan Surat Pengaduan
2 Bukti P-2 Tanda Terima Pencabutan Perkara
3 Bukti P-3 Surat Panggilan Sidang Putusan
4 Bukti P-4 Surat-surat yang ditujukan kepada Ketua MK
o Bukti P-5 Traskrip Percakapan melalui whatsapp

4. Pokok-pokok Penjelasan dan Pembelaan Hakim Terlapor
41. Hakim Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM dan Prof. Dr. Enny
Nurbaningsih., S.H., M.Hum.
Dalam Rapat Pemeriksaan Dewan Etik pada tanggal 8 Januari 2020,
Hakim Terlapor menyampaikan penjelasan dan/atau pembelaan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

e Bahwa saya (Prof. Dr. Enny Nurbaningsih.,, S.H., M.Hum.)
merupakan bagian dari anggota panel dalam perkara ini jadi saya

ingin menyampaikan bahwa pada waktu sidang pendahuluan itu
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yang bersangkutan mengajukan protes terkait perkara ini yang dia
(pelapor) melihat bahwa dimajukan tanggalnya. Sementara dalam
perhitungan yang bersangkutan kalau tidak dimajukan tanggalnya
dia masih dapat tanggal 17, sehingga terhadap nomor undang-
undang tersebut masih dapat nomor undang-undangnya sehingga

dia tidak menduga-duga nomor undang-undangnya.

Bahwa sebetulnya pada waktu sidang awal pendahuluan, sudah
kami jelaskan bahwa terkait permohonan yang masih titik-titik itu
(kosong) itu sebetulnya tidak memiliki kekuatan hukum. Undang-
undang yang mana mau dimohonkan untuk diuji karena masih titik-
tittk pada saat itu. Seharusnya ditunggu sampai undang-undang
tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Tetapi kelihatannya ini di
luar konteks ini, sepertinya yang bersangkutan ini sedang mencari
sensasi kelihatannya. Karena pada saat itu sampai muncul di media

dan seterusnya.

Bahwa persoalan terkait dengan penjadwalan sidang itu, memang
yang menentukan semua ini adalah kepaniteraan. Kebetulan perkara
itu memang berurutan ada perkara nomor 55, kemudian ada perkara
nomor 56 yang kemudian tidak digeser sama sekali. Pergeseran
perkara tersebut yang tahu persis adalah kepaniteraan. Saya baru
tahu itu justru pada saat sidang perbaikan. Bahwa ternyata telah ada
penjadwalan ulang pe'rsid,angan diawal. Jadi kami tidak tahu persis
kenapa jadwal sidang itu berubah, karena penentuan itu di
kepaniteraan. Sebetulnya kalau sidangnya digeser misal tanggal 7
kemudan dimajukan menjadi tanggal 4 atau kemudian di mundurkan
sekalipun itu sebetulnya kalau permohonan tidak ada masalah, maka
permohonan tersebut tidak jadi masalah. Soal pemanggilan itu
diserahkan sepenuhnya pada kepaniteraan. Jadi bagi kami,
khususnya saya yang ada di panel itu adalah proses hukum acara
yang ada di persidangan itu yang saya mulai memberi nasihat
kepada yang bersangkutan, bagaimana seharusnya permohonan itu
dilakukan yaitu mulai dari sistematikanya kemudian konten dan



seterusnya. Itu nasihat yang telah kami berikan untuk Pemohon agar
di perbaiki. Termasuk kemudian yang bersangkutan ini semula
pemohonnya sedikit sekali, tetapi kemudian yang bersangkutan
menambah menjadi 365 pemohonnya, yang bersangkutan ini
mengambil sekian banyak mahasiswa yang di munculkan dalam

permohonan.

Bahwa kemudia permohonannya diubah dua Kkali, pertama
memasukkan undang-undang nomor 16 kemudian setelah jam 8.20,
menjadi undang-undang 17. Selain itu mereka juga meminta untuk di
renvoi di persidangan. Renvoi itu sangat substantive menyebutkan
undang-undang yang tidak diperbolehkan dalam hukum acara itu.
Jadi kalau redaksional silakan tetapi kalau sudah substantive itu
tidak diperkenankan seperti ini misalhya undang-undang nomor 16
kemudian menjadi undang-undang nomor 19 tetapi ini tidak boleh.
Akhirnya yang dipergunakan adalah sesuai dengan batas atau
tenggat waktu yang diberikan yaitu pukul 8.30 dalam jangka waktu
14 hari permohonan perbaikan. Sehingga yang tetap muncul adalah
undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang ternyata itu adalah

undang-undang tentang perkawinan bukan undang-undang KPK.

Bahwa ini semua kemudian kami lakukan Rapat Permusyawaratan
Hakim (RPH). Dalam proses RPH tersebut kami lakukan
pemeriksaan secara seksama seluruh bukti-bukti permohonan yang

ada dan kemudian ini kami putuskan.

Bahwa setelah perkara ini selesai diputus baru kemudian surat
pencabutan tersebut dating, setelah kami putuskan di dalam Rapat
Permusyawaratan Hakim (RPH). Artinya kami tidak bisa mengubah
pendirian kami yang sudah diputuskan sebelum kemudian surat yang
bersangkutan itu datang. Isi surat - yang bersangkutan itu untuk

mencabut permohonan tersebut.

Bahwa pada waktu persidangan awal, nasihat-nasihat sudah kami
sampaikan bahwa permohonan yang bersangkutan ini memang
belum confirm, mau menguji apa silakan direnungkan terlebih
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dahulu. Misalnya ada keinginan untuk mencabut permohonan juga
kami silakan, kami sudah sampaikan seperti itu. Tetapi kemungkinan
perenungan yang bersangkutan baru belakangan munculnya setelah
kami selesainya Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Bahwa kami
tidak boleh bergeser dari pendirian Mahkamah, sehingga tetap kami
sampaikan terkait perkara ini adalah salah objek. karena
menggunakan undang-undang nomor 16 yang seharusnya adalah

undang-undang nomor 19.

Bahwa sesuai dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, bahwa
pencabutan perkara itu dimungkinkan sejak perkara selesai
diregistrasi sampai pengambilan keputusan. Bahwa pengambilan
keputusan bukan pada saat pengucapan putusan tetapi pada saat

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH):

Bahwa kami memiliki dokumen yang membuktikan tanggal Rapat
Permusyawaratan Hakim (RPH) itu sudah terjadi sebelum datang
surat pencabutan permohonan. Sehingga memang sesuai dengan
kebiasaan, bahwa permohonan pencabutan itu tidak serta merta
dikabulkan, ketika tidak sesuai lagi dengan hukum acara.
Permohonan pencabutan perkara yang dimohonkan Saudara Ziko ini
tidak sesuai dengan hukum acara karena sudah selesai diputuskan

di Rapat Permusyawaratan Hakim.

Bahwa ketika kasus ini muncul saya (Prof. Dr. Aswanto., SH., M.Si.
DFM) mengundang Panitera ke tempat saya, artinya hal itu
membuktika kami serius siapa pun yang mengajukan keberatan kami
respon. Bahwa sebagai respon lembaga saya mengundang Panitera

ke ruangan saya;

Bahwa informasi yang sava peroleh dari Panitera pada saat itu
adalah sebelum sidang pertama memang sudah ditentukan
waktunya, kemudian setelah waktu jadwal sidang ditentukan,
Panitera ketemu dengan Pemohon pada acara Mahkamah kalau
tidak salah Gebyar Konstitusi dan ketika itu Panitera mendapat

informasi dari para pemohon ini. Pemohon meminta kalau bisa yang
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bersangkutan yang menentukan tanggal persidangan, alasannya ada
jadwal ujian, pemohon minta kalau bisa sesudah jadwal ujian yang

bersangkutan.

Bahwa pertimbangan permintaan dari pemohon ini yang menurut
Panitera adalah merupakan salah satu alasan kenapa jadwal
sidangnya digeser. Karena tanggal yang ditentukan itu bertepatan
dengan tanggal ujiannya, pikiran Panitera hal ini untuk membantu
pemohon, kemudian kita untuk memajukan jadwal siding mereka.
Alasan kenapa tidak dimundurkan karena jika dimundurkan sudah
ada perkara lain yang terjadwal dan yang kosong itu adalah kalau
jadwal sidangnya dimajukan. Pada saat itu menurut informasi yang
saya peroleh dari Panitera sebenarnya tidak ada keberatan dari para
pemohon. Terbukti ketika sidang pertama tidak ada cOmpIain, baru
mungkin setelah mereka hitung-hitung ternyata tidak dapat nomor,
baru kemudian mereka persoalkan. ltu merupakan tambahan

sebelum dilakukan pleno.

Bahwa setiap perkara yang sudah diputus dalam RPH sudah tidak
boleh lagi dicabut. Itu sebabnya semua permohonan itu tidak serta-
merta pencabutannya kita kabulkan. Kita lihat terlebih dahulu sudah
tahap mana perkara tersebut, ketika sudah lewat tahap pengambilan
keputusan maka permohonan penarikan tidak bisa dikabulkan,
termasuk dalam perkara para pemohon ini. Kita memiliki dokumen
pada saat pemohon mengajukan surat pencabutan perkara, kita
sudah memutus perkara tersebut dan ada berita acaranya. Sehingga
surat pencabutan dari pemohon tersebut tidak masuk dalam

pertimbangan sama sekali.
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4.2. Bukti-bukti yang diajukan oleh Hakim Terlapor

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Hakim Terlapor telah mengajukan

bukti-bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai T-2, sebagai berikut :

No Kode Bukti Nama Bukti

1 Bukti T-1 Putusan Perkara Nomor 57/PUU-XVI1/2019

2 Bukti T-2 Risalah Sidang Perkara Nomor 57/PUU-XVII/2019

5. Pendapat Dewan Etik
Setelah mendalami dengan cermat laporan Pelapor beserta bukti yang
diajukan, serta penjelasan dan/atau pembelaan Hakim Terlapor, Dewan Etik

berpendapat sebagai berikut:

5.1 Tentang persyaratan mengenai kejelasan identitas Pelapor, Terlapor

dan Laporan:

Pasal 9 Peraturan Dewan Etik Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme
Kerja dan Tatacara Pemeriksa Laporan dan informasi (selanjutnya disebut
PDE 1/2014) menentukan dalam ayat (1) bahwa “Laporan adalah laporan
dari perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi mengenai
dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, baik
terkait dengan proses penanganan perkara konstitusi maupun di luar
penanganan perkara kecnstitusi”; ayat (2) menyatakan bahwa “Laporan yang
terkait dengan penanganan perkara konstitusi disampaikan ke Dewan Etik
paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan perkara a
quo diucapkan dan Hakim Terlapor masih akfif sebagai Hakim Konstitusi”;
kemudian ayat (4) menyatakan bahwa “Laporan akan diproses dalam
Rapat Pemeriksaan apabila: a) dibuat secara tertulis dalam bahasa
Indonesia yang benar dan baik, b) mencantumkan secara jelas identitas
Pelapor berdasarkan iampiran identitas diri yang sah; c¢) mencantumkan
secara jelas identitas Hakim Terlapor; d) memuat uraian yang jelas
mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim
Terlapor; dan e) dalam Petitum tidak meminta Dewan Etik untuk menganulir

putusan Mahkamah.”
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5.2 Bahwa terkait substansi laporan :

Laporan diajukan berisi dugaan pelan‘ggaran hukum acara dan kode etik
yéng dilakukan oleh Hakim Terlapor. Sebelum Dewan Etik menyimpulkan
dan memutuskan terlebih dahulu disampaikan pendapat / pertimbangan
Dewan Etik yang telah didukung oleh dasar hukum, fakta dan bukti-bukti,

sebagai berikut :

1. Bahwa Dewan Etik telah memeriksa isi laporan dan mendalami
keterangan Pelapor Saudara Jovin Kurniawan melalui surat tertanggal
29 November 2019, serta menyampaikan isi laporan tersebut secara
langsung pada tanggal 18 Desember 2019, yang pada pokoknya
menyampaikan bahwa Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 57/PUU-
XVI1/2019 diduga melanggar Kode Etik dengan memajukan Jadwal
Sidang dan telah memutus perkara tersebut, padahal yang
bersangkutan / pemohon sudah mengajukan surat permohonan

pencabutan perkara;

2. Bahwa Dewan Etik telah mendengarkan penjelasan Hakim Terlapor
pada 8 Januari 2020, yang dalam hal ini disampaikan oleh Prof. Dr.
Aswanto, S.H, M.Si. DFM dan Prof. Dr. Enny Nurbaningsih., S.H.,
M.Hum.

3. Bahwa persoalan mengenai jadwal sidang yang dimajukan sehingga
Pemohon atau dalam hal ini pelapor menjadi salah dalam
mencantumkan objek perkara, Dewan Etik melihatnya, baik
Pemohon/Pelapor maupun Hakim itu tidak tahu kapan undang-undang
itu diumumkan dalam Lembaran Negara RI (diberi nomor) sehingga
diketahui secara pasti. Pelapor / Pemohon menduga-duga nomor
undang-undang tersebut, kebetulan dugaannya juga tidak tepat. Dewan
Etik berpandangan begitu juga dehgan para hakim mereka tidak
mengetahu secara pasti kapan nomor undang-undang tersebut

dikeluarkan.

4. Bahwa Dewan Etik berpendapat dengan Permohonan tersebut terjadi
salah objek, maka para Pelapor / Pemohon dapat mengajukan kembali
permohonan tersebut setelah mengetahui dengan pasti nomor dari
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objek sengketa dalam hal ini undang-undang yang akan di uji. Dewan
Etik berpendapat para Pelapor / Pemohon tidak kehilangan hak
konstitusionalnya karena dapat mengajukan kembali permohonan

sesuai objek yang Pelapor atau pemohon maksudkan.

5. Bahwa mengenai permohonan pencabutan perkara, Dewan Etik
berpendapat setiap perkara pada dasarnya dapat dicabut sebelum
diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Karena perkara
tersebut telah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim sehingga
tidak dapat dicabut kembali sesuai dengan hukum acara yang berlaku
di Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip pelaksanaan tugas dan wewenang
 Dewan Etik sebagaimana diatur dalam Pasal 55 PMK Nomor 2 Tahun
2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Dewan Etik
berpendapat bahwa Para Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan

pelanggaran kode etik.

6. Kesimpulan dan Keputusan Dewan Etik
Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam butir 5 di atas, Dewan Etik

menyimpulkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:
6.1 Kesimpulan:

1) Pelapor memiliki lega/ standing untuk menyampaikan Laporan dan
Laporan memenuhi syarat untuk dilanjutkan dalam proses Rapat

Pemeriksaan Dewan Etik;

2) Dalam pokok isi Laporan:

e Tidak terbukti ada Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Para
Hakim Terlapor dalam memeriksa, mengadili dan memutus Perkara
Nomor 57/PUU-XVII/2019, oleh karenanya tidak ada pelanggaran
Kode Etik;

e Tidak terbukti Méjelis Hakim dalam Perkara Nomor 57/PUU-
XVIl/2019 melakukan praktik diskriminasi dan perlakuan tidak adil

dengan cara memajukan jadwal persidangan Pemohon (Pelapor)
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dan dalam memutus perkara yang sudah dicabut, karena perkara
tersebut telah diputus dalam RPH sebelum surat permohonan

pencabutan datang.

6.2 Keputusan

1) Tidak ada pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh para Hakim
Terlapor Dr. Anwar Usman, S.H.,, M.-H., Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.
DFM., Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A., Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.,
M.S., Dr. | Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., Dr. Manahan M. P.
Sitompul, S.H., M.Hum., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., Prof. Dr. Saldi Isra.,
S.H., MPA., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum., dalam penanganan
Perkara Nomor 57/PUU-XVI11/2019;

2) Memulihkan nama baik Hakim Terlapor Dr. Anwaf Usman, S.H., M.H.,
Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. DFM., Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A,,
Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.,, M.S., Dr. | Dewa Gede Palguna, S.H.,
M.Hum., Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum., Dr. Suhartoyo,
S.H., M.H., Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih,
S.H.,M.Hum;

7. Kesimpulan dan Keputusan Dewan Etik ini dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Bintan Regen Saragih selaku
Ketua merangkap Anggota, Ahmad Syafii Maarif dan Achmad Sodiki

selaku para Anggota, serta disampaikan kepada:
a. Pelapor;
b. Para Hakim Terlapor;

c. Ketua Mahkamah Konstitusi.
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Jakarta, 22 Januari 2020
DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

Ketua Merangkap Anggota,

/_.
Bintan Regen Saragih

Para Anggota

-

Ahmad Syafii Maarif

",

Achmad Sodiki
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